LARANGAN BAGI PELAKU USAHA
MENGELABUI KONSUMEN MELALUI CARA
OBRAL ATAU LELANG DALAM HAL PENJUALAN
BARANG!

Oleh : Tesalonika Epifania Rompas?
Frangkiano B. Randang?

Nelly Pinangkaan®

ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimanakah larangan bagi
pelaku usaha melakukan penjualan melalui cara
obral atau lelang dengan mengelabui
konsumen dan bagaimanakah pemberlakuan
sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang
melakukan penjualan melalui cara obral atau
lelang dengan mengelabui konsumen di mana
dengan metode penelitian hukum normatif
disimpulkan: 1. Larangan bagi pelaku usaha
melakukan penjualan melalui cara obral atau
lelang dengan mengelabui konsumen, seperti
menyatakan barang dan/atau jasa tersebut
seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu, tidak mengandung cacat tersembunyi,
tidak berniat untuk menjual barang yang
ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain, tidak menyediakan barang
dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang
cukup dengan maksud menjual barang yang
lain, tidak menyediakan jasa dalam kapasitas
tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain dan menaikkan
harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum
melakukan obral. 2. Pemberlakuan sanksi
pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan
penjualan melalui cara obral atau lelang dengan
mengelabui konsumen dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran
yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan
ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap
sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan,
berupa: perampasan barang  tertentu,
pengumuman keputusan hakim, pembayaran
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ganti rugi, perintah penghentian kegiatan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen, kewajiban penarikan
barang dari peredaran.

Kata kunci: konsumen; obral; lelang;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Adanya larangan bagi pelaku usaha
melakukan penjualan melalui cara obral atau
lelang dengan mengelabui konsumen apabila
dilanggar maka ada pemberlakuan sanksi
pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan
penjualan melalui cara obral atau lelang dengan
mengelabui konsumen. Hal ini menunjukkan
adanya upaya penegakan hukum untuk
memberikan perlindungan yang memadai
terhadap konsumen guna menciptakan sistem
perlindungan konsumen vyang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah larangan bagi pelaku
usaha melakukan penjualan melalui cara
obral atau lelang dengan mengelabui
konsumen ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi
pidana terhadap pelaku usaha yang
melakukan penjualan melalui cara obral

atau lelang  dengan mengelabui
konsumen ?
C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  normatif

merupakan metode yang digunakan untuk
membuat penulisan ini.

PEMBAHASAN
A. Larangan Bagi Pelaku Usaha Melakukan
Penjualan Melalui Cara Obral Atau Lelang
Dengan Mengelabui Konsumen
Larangan-larangan yang dimaksudkan, yaitu
untuk mengupayakan agar barang dan jasa
yang beredar dimasyarakat merupakan produk
yang layak edar antara asal usul, kualitas sesuai
dengan informasi pengusaha baik melalui label,
etiket, iklan dan lainsebagainya.’

SNurmajito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-
undangan Tentang Perlindungan Konsumen dilndonesia
dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Penyunting),
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Larangan (verbod) ialah suatu kondisi yang
mengatur larangan untuk dilakukan atau
dilanggar, bila tetap melakukan akan dikenakan
sanksi dan sebaliknya jika tidak dilakukan
pelanggaran maka ia tidak bisa dikenakan
sanksi, seperti larangan untuk melakukan
pencurian, larangan melewati suatu jalan,
apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru
bisa dikenakan sanksi.®

Perlindungan terhadap konsumen
dipandang secara materiil maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin
lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merupakan motor penggerak bagi produktivitas
dan efisiensi produsen atas barang atau jasa
yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai
kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau
tidak langsung, maka konsumenlah yang pada
umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan
demikian upaya-upaya untuk memberikan
perlindungan  yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal
yang penting dan mendesak, untuk segera
dicari solusinya, terutama di Indonesia,
mengingat sedemikian kompleksnya
permasalahan dan menyangkut perlindungan
konsumen lebih-lebih  menyongsong era
perdagangan bebas yang akan datang.”

Pada masa kini fungsi dan peran negara
terhadap masyarakatnya bukan hanya sekedar
menjaga ketertiban dan kemanan, melainkan
lebih luas Dari itu, vyaitu memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat atau yang
lebih dikenal dengan negara kesejahteraan
(welfare state). Di dalam melaksanakan konsep
negara kesejahteraan perlindungan bagi warga
negara, baik sebagai individu maupun sebagai
kelompok merupakan sisi yang penting karena
tanpa ada perlindungan yang menimbulkan
rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai
suatu kesejahteraan bagi masyarakat.?

Perlindungan bagi masyarakat ini
berdimensi banyak, salah satunya adalah
perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan
keseluruhan individu dalam masyarakat yang

Hukum Perlindungan konsumen, Mandar Maju, Bandung,
2000, him.18.

6Mudakir Iskandar Syah, Tuntutan Pidana dan Perdata
Malpraktik, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta,
2011, him. 21.

7Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Op.Cit. him. 33.
8Taufik, Simatupang, Op.Cit. him. 62.

secara sendiri sebagai konsumen, perlindungan
konsumen merupakan bagian dari
pembangunan secara keseluruhan. Dengan
demikian merupakan suatu kewajiban yang
tidak dapat dihindarkan bagi negara untuk
selalu berupaya memberikan perlindungan
kepada konsumen.®

Dilihat dari hubungan konsumen secara
individual dengan produsen merupakan
hubungan perdata, oleh karenanya
perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari
segi hukum perdata, seperti masalah ganti rugi.
Pemikiran demikian tidaklah selalu benar
karena perlindungan konsumen merupakan
juga kewajiban pemerintah, maka peranan
pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana
dan administrasi sangatlah penting. Di dalam
hubungannya dengan perlindungan konsumen
yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang
dikemukakan oleh konsumen karena merasa
dirugikan oleh suatu produk barang dan jasa.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 11.
Pelaku wusaha dalam hal penjualan vyang
dilakukan melalui cara obral atau lelang,
dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen
dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut
seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut
seolah-olah  tidak mengandung cacat
tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang
ditawarkan melainkan dengan maksud
untuk menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah
tertentu dan/atau jumlah vyang cukup
dengan maksud menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas
tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau
jasa sebelum melakukan obral.

Penjelasan Pasal 11 huruf (d) Yang dimaksud
dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup
adalah jumlah yang memadai sesuai dengan
antisipasi permintaan konsumen.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung
jawab atas produk vyang dihasilkan atau

°Ibid, him. 63.
0jpid. him. 63.
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diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku
usaha ini dinamakan tanggung gugat produk
sebagai terjemahan dari kata “product(s)
liability, Product(en) aanprakelijkheid atau
"produzenten-haftung. Tanggung gugat produk
ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami
konsumen sebagai akibat dari “produk yang
cacat” bisa dikarenakan kekurangcermatan
dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan/jaminan, atau kesalahan yang
dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian
tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan
pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan
perbuatan melawan hukum.!

Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui
input, proses, dan output suatu produk dan
produk itu sampai di tangan konsumen.
Produsen bertanggung jawab terhadap produk
yang dipasarkan.?

Perlu diingatkan kembali salah satu faktor
utama yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran akan haknya memang
masih sangat rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari
pihak konsumen itu sendiri akan rendahnya
pendidikan konsumen yang ada. Oleh karena
itu undang-undang tentang perlindungan
konsumen dimaksudkan menjadi landasan
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, mengatur
mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal
29 ayat:

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya
hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan
pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh  pemerintah  atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

11Racmadi Usman, Op.Cit. him. 217.

12M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung
Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan
Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007, him. 17.
BBGunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang
Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat.PT.Gramedia
Pustaka Utama, 2008. him. 100.
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dilaksanakan oleh Menteri dan/atau

menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya
hubungan yang sehat antara pelaku
usaha dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya
manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di
bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai
pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, mengatur
mengenai pengawasan. Pasal 30 ayat:

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta penerapan

ketentuan peraturan perundang-
undangannya diselenggarakan oleh
pemerintah, masyarakat, dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya
masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau
menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang
dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan
membahayakan konsumen, Menteri
dan/atau menteri teknis mengambil
tindakan sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan
masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat
disebarluaskan kepada masyarakat dan
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dapat disampaikan kepada Menteri dan
menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Yang dimaksud
dengan menteri teknis adalah menteri yang
bertanggung jawab secara teknis menurut
bidang tugasnya. Ayat (3) Pengawasan yang
dilakukan oleh masyarakat dan Iembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat
dilakukan atas barang dan/atau jasa yang
beredar di pasar dengan cara penelitian,
pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan
meliputi pemuatan informasi tentang risiko
penggunaan barang jika diharuskan,
pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain
yang disyaratkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebiasaan
dalam praktik dunia usaha.

Penyidikan  serta  pelaksanaan  sanksi
administrasi atau sanksi pidana merupakan
bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum
dan yang perlu ada terlebih dahulu adalah
penegakan preventif, yaitu pengawasan atas
pelaksanaan peraturan.Pengawasan preventif
ini ditujukan kepada pemberian penerangan
dan saran serta upaya meyakinkan seseorang
dengan bijaksana agar beralih dari suasana
pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan
peraturan.Dari uraian tersebut di atas dapat
diambil kesimpulan, bahwa upaya yang lebih
dahulu dilakukan adalah yang Dbersifat
compliance, yaitu pemenuhan peraturan atau
penegakan preventif dengan pengawasan
perventifnya.’*

Aspek hukum publik berperan dan dapat
dimanfaatkan oleh negara, pemerintah dalam
hal ini instansi yang mempunyai peran dan
kewenangan untuk melindungi konsumen.
Kewenangan dan peran tersebut diwujudkan
mulai dari:

1. Political will/ kemauan politik untuk
melindungi kepentingan konsumen
domestik didalam persaingan global dan
atas persaingan tidak sehat lokal.

14Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,
Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2005, him. 400.

2. Birokrasi dengan sadar dan senang hati
menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur
dalam mewujudkan persingan sehat.

3. Didalam hukum positif, yang sudah
mengandung unsur untuk melindungi
kepentingan konsumen antara lain:

a. Undang-undang kesehatan

b. Undang-undang Barang

c. Undang-undang hygiene untuk usaha

d. Undang-undang pengawasan atau edar
barang;

Peraturan tentang wajib daftar obat;

Peraturan  tentang  produksi  dan

peredaran produk tertentu
g. Peraturan tentang perizinan, diharapkan

diikuti dengan pengawasan, pembinaan
dan pemberian sanksi.

4, Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara
patut;

5. Hak untuk mendapatkan dan pendidikan
konsumen;

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

7. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti
rugi dan atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

8. Hak-hak vyang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.’
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, mengatur

mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat. Pasal 44 ayat:

(1) Pemerintah mengakui lembaga
perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang memenubhi syarat.

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan  aktif dalam  mewujudkan
perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka
meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen

P ¢’]

155ri Redjeki Hartono, makalah Aspek-Aspek Hukum
Perlindungan ~ Konsumen  Dalam  Kerangka  Era
Perdagangan Bebas, penyuntingHusni Syawali dan Neni
Sri Imaniyati Mandar Maju, Bandung,2000, him. 39-40.
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dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen
yang memerlukannya;

c. bekerja sama dengan instansi terkait

dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen,;
d. membantu konsumen dalam

memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan
konsumen;

e. melakukan  pengawasan  bersama
pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas
lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam  Peraturan

Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Yang dimaksud
dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar
dan diakui serta bergerak di bidang
perlindungan konsumen.

Organisasi Non Pemerintah, vyaitu:
Persekutuan antar lembaga internasional di
bidang swasta yang mengabdikan diri dalam
masalah  keagamaan, kemanusiaan, ilmu
pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik
yang berorientasi ekonomi maupun teknik
sebagai orientasinya.®

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan
dalam Pasal 1 angka 9. Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat adalah
lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan
diakui oleh Pemerintah yang mempunyai
kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 9.
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam upaya
perlindungan konsumen serta menunjukkan
bahwa perlindungan konsumen menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,
Pasal 1 angka 3. Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat  yang
selanjutnya disebut LPKSM adalah: Lembaga

16 Sudarsono, Op.Cit, him. 331-332.
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Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh
Pemerintah yang mempunyai  kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

Badan hukum yaitu: suatu
perkumpulan/organisasi yang oleh hukum
diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu
sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-
kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat
menggugat dan digugat di muka pengadilan.
Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu
Yayasan.Negara adalah juga suatu badan
hukum.' Badan hukum vyaitu: badan atau
perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum
diakui  sebagai subjek hukum seperti:
perseroan; yayasan; lembaga; dan
sebagainya.®

Kian ketatnya persaingan dalam merebut
pangsa pasar melalui bermacam-macam
produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) perlu memantau secara serius pelaku
usaha/penjual yang hanya mengejar profit
semata dengan mengabaikan kualitas produk
barang.®®

Problematika yang  muncul  dengan
kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi
serupa yang selama ini telah dijalankan oleh
lembaga-lembaga konsumen sebelum
berlakunya UUPK. Ada pandangan kehadiran
LPKSM merupakan bentuk intervensi negara
terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul
dari kelompok masyarakat, namun di sisi lain ia
diperlukan  untuk  memberikan  jaminan
accountability lembaga-lembaga konsumen
tersebut, sehingga kehadiran LPKSM ini betul-
betul dirasakan mafaatnya oleh masyarakat.?®

Hal ini disebabkan oleh masih banyak
produk tidak bermutu dan palsu yang beredar
bebas di masyarakat, apalagi masyarakat
pedesaan yang belum memahami efek atau
indikasi dari produk barang yang digunakan,
misalkan makanan kaleng, minuman botol,
obat-obatan dan masih banyak
lagi.Ketidaktahuan masyarakat dapat memberi
peluang pelaku usaha atau penjual untuk
membodohi masyarakat dengan produk yang

17C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum,
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara,
Jakarta, 2010. him.135-136.

18sudarsono, Op.Cit, him. 41.

19Celina Tri Kristiyanti, Op.Cit, him. 120.

20/pid, him. 120.
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tidak memenuhi standar.?’Oleh karena itu,
LPKSM dan cabangnya di daerah harus
mengontrol dengan sungguh-sungguh kelaikan
produk barang vyang dipasarkan melalui
penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib
niaga dan hukum perlindungan konsumen agar
mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha
yang hanya memprioritaskan keuntungan
dengan mengorbankan masyarakat.?

LPKSM  diharapkan sering melakukan
advokasi melalui media massa agar masyarakat
selektif serta hati-hati dalam membeli produk
barang yang muncul deras di pasaran. Selain
itu, unit pengaduan masyarakat perlu dibentuk
sebagai sarana pengaduan masyarakat yang
dirugikan  dari produk  barang vyang
digunakan.Hasil temuan LPKSM yang
disampaikan masyarakat juga harus mendapat
tindak lanjut dan penyelesaian secara
tuntas.Diharapkan pula kehadiran LPKSM
bukan justru berpihak kepada pelaku usaha
atau penjual dengan mengorbankan
konsumen.?

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Usaha Yang Melakukan Penjualan
Melalui Cara Obral Atau Lelang Dengan
Mengelabui Konsumen

Norma hukum adalah peraturan hidup yang
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat
setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh
alat-alat negara.?*

Keistimewaan norma hukum itu justeru
terletak pada sifatnya yang memaksa dengan
sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat
kekuasaan negara vyang berusaha agar
peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan.
Setiap norma paling tidak mempunyai
beberapa unsur, yaitu:?®

Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;

1. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu
berlaku;

2. Tujuan, vyaitu untuk apakah norma itu
dibuat;

21ypid, him. 120-121.

22|pid, him. 121.
23/bijd.
24Yulies Tiena, Masriani, Op.Cit, him. 5-6.
2pid, hal. 5-6.

3. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah
yang akan dikenakan kepada orang yang
melanggara atau tidak mematuhi norma itu.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 63.

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman

tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

b. pengumuman keputusan hakim;

c. pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu
yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
atau

f. pencabutan izin usaha.

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada
melarang dan  sebagainya) persetujuan
membolehkan.?®

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
izin pada prinsipnya memuat larangan,
persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan
oleh undang-undang untuk menunjukkan
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang
demokrasi.?’

Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. lzin dapat juga diartikan sebagai
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari
suatu larangan.?®

Perizinan adalah salah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat. Dengan  memberikan izin,
penguasa memperkenankan orang vyang
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang
demi memperhatikan kepentingan umum yang

26Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, him. 189.

27H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum
Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,
Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.him. 92.

28Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Publik, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, him.167-168.
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mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok

pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang

kecuali diperkenankan dengan tujuan agar
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan
dilakukan dengan cara-cara tertentu.?

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan
instrumen yuridis yang digunakan oleh
pemerintah untuk mempengaruhi para warga
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung
tombak atau alat yang bertujuan untuk
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa,
dan merancang masyarakat adil makmur.
Melalui izin dapat diketahui bagaimana
gambaran masyarakat adil makmur itu
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan
yang terkandung dalam izin merupakan
pengendali dalam memfungsikan izin itu
sendiri.?°

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
izin pada prinsipnya memuat larangan,
persetujuan yang merupakan dasar
pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan
oleh undang-undang untuk menunjukkan
legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang
demokrasi.?!

Hukum bekerja dengan cara mengatur
perbuatan seseorang atau hubungan antara
orang-orang dalam  masyarakat. = Untuk
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai
fungsinya yaitu:

1. pembuatan norma-norma, baik vyang
memberikan peruntukan maupun yang
menentukan hubungan antara orang dengan
orang;

2. penyelesaian sengketa-sengketa;

3. menjamin kelangsungan kehidupan
masyarakat, vyaitu dalam hal terjadi
perubahan-perubahan.?

2 |bid, him. 168.

30Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara. Ull Press.
Yogyakarta. 2003. him. 160.

31 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Op.Cit.
him. 92.

32Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta,
Oktober 2009, him. 111.
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Kansil, mengemukakan bahwa dalam
pergaulan masyarakat terdapat aneka macam
hubungan di antara anggota masyarakat, yakni
hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu, karena
beraneka ragamnya hubungan itu, para
anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan
yang dapat menjamin keseimbangan agar
dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi
kekacauan di dalam masyarakat.®

Kansil, menambahkan bahwa peraturan-
peraturan hukum yang bersifat mengatur dan
memaksa anggota masyarakat untuk patuh
dalam menaatinya akan menciptakan
keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam
masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan
yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman
sebagai reaksi terhadap perbuatan vyang
melanggar peraturan.®*

Menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat
berlangsung terus-menerus dan diterima oleh
seluruh anggota masyarakat, aturan hukum
yang ada harus sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengan rasa keadilan
masyarakat. Dengan  demikian,  hukum
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat dan harus
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan
masyarakat.®

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor
39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan
Konsumen (Guidelines for Consumer Protection)
juga merumuskan berbagai kepentingan
konsumen yang perlu dilindungi yang meliputi:
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya

terhadap kesehatan dan keamanannya;

b. Promosi dan perlindungan kepentingan
ekonomi sosial konsumen;

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi
konsumen untuk memberikan kemampuan
mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai
kehendak dan kebutuhan pribadi;

d. Pendidikan konsumen;

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi
konsumen atau organisasi lainnya vyang

33Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. llyas, Pokok-Pokok
Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, him. 3.
(Lihat Kansil 1977, Pengantar lImu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia, Jakarta. Balain Pustaka).

34 Ibid, him. 3

35 Ibid, him. 3.
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relevan dan memberikan kesempatan untuk

menyurakan pendapatnya dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan mereka.®

Dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tersebut terlihat bahwa kebebasan
berorganisasi merupakan salah satu
kepentingan dasar konsumen yang harus
diperhatikan, selain perlindungan terhadap
keselamatan, kemanan, kesehatan, perolehan
infoormasi yang benar, ganti rugi dan
pendidikan konsumen.*’

Dalam undang-undang tentang
perlindungan konsumen dikatakan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas
pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak
konsumen  dan pelaku usaha, serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan
pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen tersebut meliputi
upaya untuk:

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya
hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;

b. Berkembangnya Iembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat;

c¢. Meningkatnya kualitas sumber daya
manusia, serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.*®
Ini berarti bahwa undang-undang tentang

perlindungan konsumen juga mengakui adanya
hak-hak dari konsumen untuk membentuk
organisasi yang dianggap dapat membantu
maupun melindungi kepentingan mereka dalam
berhadapan maupun berdialog dengan pelaku
usaha, serta untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan perlindungan
konsumen serta penerapan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, bersama-
sama dengan pemerintah.>®

The UN Guidelines for Consumer Protection
yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
melalui Resolusi PBB No. A/Res/39/248 tanggal
16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen,
mengandung pemahaman umum dan luas

36Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, him. 28.
37 Ibid, him. 89.

38 |bid, him. 90.

39 |bid.

mengenai perangkat perlindungan konsumen
yang asasi dan adil. Satu hal vyang
diperjuangkan guidelines itu adalah struktur
kelompok-kelompok konsumen yang
independen, di mana dinyatakan dalam
paragaraf pertama bahwa pemerintah-
pemerintah berbagai negara sepakat untuk
memfasilitasi/mendukung pengembangan
kelompok-kelompok konsumen (guideline 1e).
Hal ini merupakan kemajuan yang sangat
berarti di bidang perlindungan konsumen.*

Keberadaan kelompok konsumen tentu saja
berbeda dengan organisasi konsumen. Pada
hakikatnya  kelompok  konsumen lebih
merupakan pengelompokan konsumen pada
berbagai sektor, misalkan kelompok konsumen
pemegang kartu kredit, kelompok konsumen
barang-barang elektronik dan sebagainya.
Apabila dikatakan bahwa kelompok konsumen
bertindak dalam kapasitasnya selaku
konsumen. Adapun organisasi-organisasi
konsumen merupakan lembaga swadaya
masyarakat yang bergerak di  bidang
perlindungan konsumen. Di dalam segala
aktivitasnya tentu saja organisasi konsumen
seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) bertindak dalam kapasitasnya selaku
perwakilan konsumen (consumer
representation). Walaupun demikian, keduanya
memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan
meningkatkan martabat dan kepentingan
konsumen.*

Larangan bagi pelaku usaha melakukan
penjualan melalui cara obral atau lelang dengan
mengelabui konsumen merupakan upaya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-
hak konsumen dan memberikan kepastian
hukum mengenai keajiban pelaku usaha yang
wajib  dilaksanakan sebab jika terjadi
pelanggaran atas hak-hak konsumen, maka
pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku
usaha yang melakukan penjualan melalui cara
obral atau lelang dengan mengelabui
konsumen dapat diberlakuka

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Larangan bagi pelaku usaha melakukan
penjualan melalui cara obral atau lelang

40 Celina Tri Kristiyanti, Op.Cit, him. 123.
41 Ipid, hal. 123.
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dengan mengelabui konsumen, seperti
menyatakan barang dan/atau jasa
tersebut seolah-olah telah memenuhi
standar mutu tertentu, tidak
mengandung cacat tersembunyi, tidak
berniat untuk menjual barang yang
ditawarkan melainkan dengan maksud
untuk menjual barang lain, tidak
menyediakan barang dalam jumlah
tertentu dan/atau jumlah yang cukup
dengan maksud menjual barang yang
lain, tidak menyediakan jasa dalam
kapasitas tertentu atau dalam jumlah
cukup dengan maksud menjual jasa yang
lain dan menaikkan harga atau tarif
barang dan/atau jasa sebelum
melakukan obral.

. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap
pelaku usaha yang melakukan penjualan
melalui cara obral atau lelang dengan
mengelabui konsumen dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan

Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021

masyarakat. Pengawasan oleh
masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat

dilakukan terhadap barang dan/atau jasa
yang beredar di pasar. Apabila hasil
pengawasan ternyata menyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan membahayakan konsumen,
maka pemerintah wajib mengambil
tindakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hasil
pengawasan yang  diselenggarakan
masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat
disebarluaskan kepada masyarakat dan
dapat disampaikan kepada pemerintah.

. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap

pelaku usaha yang melakukan penjualan
melalui cara obral atau lelang dengan
mengelabui konsumen perlu diterapkan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk
memberikan efek jera bagi pelaku dan
merupakan peringatan bagi pelaku usaha
lainnya untuk tidak melakukan perbuatan
yang sama.

ketentuan  pidana yang  berlaku. DAFTAR PUSTAKA
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1. Pelaksanaan ketentuan hukum mengenai
larangan bagi pelaku usaha melakukan
penjualan melalui cara obral atau lelang
dengan mengelabui konsumen,
memerlukan pengawasan oleh
pemerintah terhadap penyelenggaraan
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